







Sistem akuntansi penggajian merupakan salah satu sistem akuntansi yang ada 
di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep. Sistem 
akuntansi penggajian bertujuan untuk memberikan informasi mengenai 
penggajian yang ada di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 
Sumenep dan menyajikannya dengan tepat baik dalam jumlah maupun waktu 
pembayaran. Dengan adanya sistem akuntansi yang baik maka kegiatan yang ada 
dalam organisasi akan berjalan dengan baik. 
Berdasarkan evaluasi dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 4 
sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi penggajian 
karyawan yang ada di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 
Sumenep sudah cukup baik. Hal tersebut dapat diketahui sebagai berikut : 
1. Pada UPT. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep 
terdapat prosedur-prosedur dalam sistem penggajian yang dimulai dari 
prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pembuat daftar gaji sampai 
dengan prosedur pembayaran gaji. Dalam prosedur penggajian yang ada di 
UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep cukup baik 






2. Dokumen-dokumen yang digunakan untuk sistem akuntansi penggajian 
karyawan di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep 
yaitu dokumen persyaratan penggajian, dokumen yang digunakan dalam 
perubahan jumlah gaji karyawan, daftar permintaan penyediaan untuk 
pembayaran gaji dan tunjangan karyawan, surat pernyataan adanya mutasi, 
buku absensi dan SPJ. Dokumen-dokumen yang digunakan di UPT Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep sudah lengkap dan sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. 
3. UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep telah 
dilakukan adanya pembagian fungsi dalam sistem akuntansi penggajian 
karyawan, seperti fungsi pencatatan waktu hadir, fungsi pembuat daftar gaji, 
fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Kelemahan dalam pemisahan fungsi 
yang ada di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep 
yaitu fungsi yang dijalankan tidak sesuai dengan job description. Hal 
tersebut dapat mengakibatkan adanya risiko kesalahan dalam penggajian 
yang semakin besar. 
4. Komponen-komponen gaji karyawan yang ada di UPT Badan Pendapatan 
Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep terdiri dari komponen penambah dan 
komponen pengurang. Komponen-komponen gaji karyawan telah sesuai 
dengan peraturan pemerintahan yang berlaku. 
5. Perhitungan gaji karyawan di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa 
Timur Sumenep sudah menggunakan sistem terkomputerisasi yang dapat 






kesalahan perhitungan. Catatan akuntansi dalam penggajian karyawan yaitu 
buku rekap gaji karyawan dan SPJ gaji. Kelemahan dalam catatan akuntansi 
di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep yaitu 
rekap gaji karyawan masih menggunakan cara manual yaitu menulis di 
buku. 
6. Pengendalian internal yang ada di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi 
Jawa Timur Sumenep sudah baik. Dimana dalam pengendalian internal 
terdiri dari lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penafsiran 
risiko-risiko, informasi komunikasi, dan pengawasan. Dalam lingkungan 
pengendalian di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 
Sumenep sudah baik. Kelemahan pengendalian internal yang ada di UPT 
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu tidak adanya 
pembaruan data karyawan secara berkala, tidak adanya pengecekan kembali 
terhadap kebenaran dan ketelitian daftar gaji karyawan sebelum dikirim ke 
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. 
7. Evaluasi sistem akuntansi penggajian di UPT Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Jawa Timur Sumenep lumayan baik, hanya masih ada kelemahan-
kelemahan yang dapat mengakibatkan kesalahan penggajian seperti 
prosedur penggajian, fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi 
penggajian karyawan serta pengendalian internal yang tidak ada pembaruan 






5.2. Saran  
Berdasarkan kelemahan yang ditemukan dalam sistem akuntansi penggajian 
yang ada di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep dapat 
diberikan saran sebagai berikut: 
1. Untuk meminimalisir adannya kesalahan dalam pembuatan daftar gaji, 
sebaiknya dilakukan adanya prosedur penggajian dan fungsi-fungsi  yang 
sesuai dengan job description yang sudah ada.  
2. Agar tidak ada kesalahan nominal yang berkaitan dengan besarnya 
tunjangan-tunjangan karyawan, sebaiknya diberlakukan adanya pembaruan 
data karyawan secara berkala. 
3. Sebaiknya semua pejabat yang berperan dalam sistem akuntansi penggajian 
karyawan melakukan pengecekan kembali sebelum menandatangani surat 
permintaan pembayaran gaji dan tunjangan untuk mencegah adanya 
kesalahan sebelum diserahkan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi 
Jawa Timur 
4. Untuk mengetahui adanya kesalahan dan kecurangan dengan cepat yang 
terjadi pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep 
maka diperlukan adanya evaluasi atau audit terhadap semua hasil kerja 
karyawan sehingga tidak hanya menunggu adanya pengawasan dari Badan 







5.3. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian yang dilakukan pada sistem 
akuntansi penggajian karyawan di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa 
Timur Sumenep berjalan dengan baik. Namun, ada beberapa kelemahan pada 
sistem akuntansi penggajian karyawan yang mengakibatkan adanya kesalahan. 
Sehubungan dengan adanya hal tersebut hasil penelitian memberikan implikasi. 
Adapun implikasi penelitian sebagai berikut: 
1. Implikasi praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi UPT Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep untuk lebih 
memperhatikan prosedur penggajian dan fungsi sistem akuntansi penggajian 
agar dijalankan sesuai dengan tugas pekerjaan masing-masing. Karena 
dengan menjalankan prosedur dan fungsi yang sesuai dengan job 
description akan meminimalisir adanya kesalahan dalam  penggajian 
karyawan. Selain itu diperlukan juga untuk memperbaiki pengendalian 
internal yang ada pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 
Sumenep seperti pengecekan kembali terhadap kebenaran dokumen-
dokumen yang dikerjakan oleh pegawai dan pembaruan data karyawan yang 
mempengaruhi perubahan gaji. 
2. Implikasi teoritis 
Implikasi teoritis dari penelitian adalah sekirana dapat menjadi acuan bagi 
para akademisi mengenai sistem akuntansi penggajian karyawan. Untuk 






diperlukan adanya evaluasi terhadap prosedur penggajian, dokumen yang 
digunakan, fungsi-fungsi, komponen penggajian dan perhitungan gaji, 
catatan akuntansi yang digunakan serta pengendalian internal terhadap 
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